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BUPATI LUWU UTARA 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA 
NOMOR : 100.3.3.2/ 167 / IV /2026 

 
TENTANG 

 
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI  

RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI 

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI LUWU UTARA, 

 

Menimbang :    a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 

29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 
Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat bahwa Standar Pelayanan 
Minimal sub urusan perumahan rakyat merupakan 
urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh 

oleh setiap warga negara secara minimal bagi warga 
negara yang memenuhi syarat/kriteria;  

 b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas 
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 
Bidang Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan maka 

nama-nama penerima bantuan yang tercantum 
dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi 
persyaratan/kriteria menjadi Penerima Bantuan 

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban 
Bencana atau Relokasi Program Provinsi Tahun 

Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud dalam 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar 

Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima 

Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 
Tahun Anggaran 2026; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3826); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 
sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6516); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6397); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 7153); 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4828); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5883) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan 

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6624); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 13/PRT/M/2023 tentang Standar 
Teknis dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Peraturan ini mencakup teknis pemenuhan 
kebutuhan dasar air minum, air limbah, dan 
perumahan bagi masyarakat, serta mekanisme 

pelaporan penerapan SPM secara elektronik oleh 
pemerintah daerah; 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  

KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Provinsi Tahun Anggaran 2026 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan ini. 

KEDUA : Penerima Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 

Provinsi Tahun Anggaran 2026 wajib bersungguh-
sungguh untuk mengikuti Program Bantuan 

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi 
Program Provinsi Tahun Anggaran 2026. 

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi 

Selatan pada Dinas Perumahan Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi 
Selatan Tahun Anggaran 2026. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Masamba 
pada tanggal, 6 April 2026  

BUPATI LUWU UTARA, 
 
    ttd 

 
ANDI ABDULLAH RAHIM 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA 

NOMOR  : 100.3.3.2/ 167 / IV /2026 
TENTANG 
PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN 

DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN 
BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM 
PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2026 

 
 

DAFTAR PENERIMA BANTUAN REHABILITASI RUMAH KORBAN 
BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI 

TAHUN ANGGARAN 2026 

 

NO NAMA NIK DESA/KEL KECAMATAN 

1 SAMSIBAR 7322010107680017 DESA PATTIMANG MALANGKE 

2 TISA 7322017112560017 DESA PATTIMANG MALANGKE 

3 ANDI SUNAHIDA 7322014107660134 DESA PATTIMANG MALANGKE 

4 ASNANI 7322084107830244 DESA ARUSU MALANGKE BARAT 

5 DG. PARAU 7322080107450156 DESA WAETUO MALANGKE BARAT 

6 BASO MASRUDDIN 7322083112790030 DESA WAETUO MALANGKE BARAT 

7 AHMAD SAFAAT 7322030307920001 DESA LABA MASAMBA 

8. ADEN MAIL 7322030705830005 DESA LABA MASAMBA 

9 NUR IMAN 7322115308770001 DESA RADDA BAEBUNTA 

10 YANTI NOVITA 7322116908890002 DESA BAEBUNTA BAEBUNTA 

11 AHIMSYAH 7322031302840001 KELURAHAN BONE MASAMBA 

  
 
  

BUPATI LUWU UTARA, 
 

   ttd 
 
ANDI ABDULLAH RAHIM 

 
 
 

 


